5.1

BAB S
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data 27 kasus korupsi pada proyek konstruksi yang telah

dikumpulkan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1.

A.

Analisis karakteristik tindak pidana korupsi :
Karakteristik proyek konstruksi di indonesia

Tipe kepemilikan pengguna jasa pemerintah dan tipe kepemilikan penyedia
jasa swasta merupakan tipe kepemilikan yang mengalami tindak pidana

korupsi pada proyek konstruksi.

Lokasi proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi paling

dominan berada pada Pulau Sulawesi

Jenis proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi merupakan

proyek infrastruktur.

Proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi memiliki nilai kontrak
rata — rata sebesar Rp.2.773.070.017,33, dengan yang paling dominan pada
rentang nilai <Rp.1.910.804.000,00.

Waktu pelaksanaan proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi
rata — rata selama 143 hari, dengan paling dominan pada rentang 55 hari —

110 hari.

Kerentanan tindak pidana korupsi

Tahap terjadinya tindak pidana korupsi paling dominan terjadi pada tahap
konstruksi.

Parameter kerenatanan yang paling sering terjadi adalah mengabaikan atau
tidak melaksanakan prosedur pekerjaan sesuai kontrak kerja yang disepakati
(KON2). Selain itu ditemukan beberapa parameter kerentanan baru dari

kasus — kasus yang dianalisis, yaitu pada tahap pra konstruksi, Kuasa
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Pengguna Anggaran (KPA) menyalahgunakan untuk kepentingannya
sendiri dana yang seharusnya digunakan untuk proyek konstruksi, Pejabat
melakukan pungutan liar, PPK menjual proyek pekerjaan secara ilegal dan
proyek fiktif. Sedangkan pada tahap konstruksi ditemukan parameter
intervensi masyarakat.

C. Tindak pidana korupsi

a. Bentuk korupsi yang paling sering terjadi adalah Unclassified Acts
(tindakan tidak terklasifikasi) dengan detail tindak korupsinya adalah
tindakan kelalaian (professional negligence).

D. Dampak tindak pidana korupsi

a. Nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi pada proyek konstruksi
rata- rata sebesar Rp.1.033.752.517,18, dengan yang dominan ada pada
rentang nilai <Rp.814.597.209.

c. Tuntutan pidana penjara oleh jaksa penuntut umum akibat korupsi pada
proyek konstruksi yang paling dominan ada di rentang >55 bulan, dan
tuntutan pidana denda yang paling dominan adalah sebesar
Rp.50.000.000,00.

d. Putusan pidana penjara oleh Mahkamah Agung akibat korupsi pada proyek
konstruksi yang paling dominan adalah 48 bulan sampai 72 bulan, dan
putusan pidana denda yang paling dominan adalah sebesar

Rp.200.000.000,00.

2. Hal yang dapat direkomendasikan untuk mencegah tindak pidana korupsi
pada proyek konstruksi di Indonesia, misalnya :

a. Menyertakan beberapa pihak berkewenangan hukum, misalnya petugas
KPK, jaksa untuk turut serta mengawasi proses pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa.

b. Memperberat hukuman bagi pelaku korupsi, baik pidana penjara, pidana

denda, maupun pengganti kerugian yang akibat korupsi.



5.2 Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam lagi kerentanan tindak pidana
korupsi yang terjadi pada setiap tahap pekerjaan sehingga menjadi lebih detail

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menanyakan saran pakar hukum
konstruksi, agar menghasilkan rekomendasi pencegahan tindak pidana korupsi

pada proyek konstruksi di Indoensia yang lebih mendalam.
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